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PERATURAN DAE RAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 13 TAHUN 2001 

TENTANG 

RETRIBUSI LZIN USANA PERDAGANGAN 

DENGAN AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

Merlmbag • bahwa untuk meringkatkan pelaryanan kepada masyarakat dan 
tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan, 
mala perlu diatur penyelenggaraan bin Usaha Perdagangan d 
wileryah Kabupaten epera, 

b. bahwa lzin Ls.aha Perdagangan merupakan kewenangan baru 
bagi Kabupaten Jepama ; 

t.bahwa berdasaran pertibangan hurufa dan b, nala untu 
pelaksanaan Lin Usaha Perdagangan serta penarikan 
Retribursinya, maka perlu ditetapkan dengen feraturan Deerat 

Mengingat · f Undang-Lindang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-derah Kabupaten dalam Linglungan Propinsi Jawa 
Tengah, 

' 2Undang-Undang Nomer 3 Thun 1982 tentang Wajjb Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor T, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lombaran Negara Tahun 1992 Nomnor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3502; 

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nmor 13, Tambahar 
Lombaran Negara Norm@or 3587) 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 199 tentang Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 311), 

6. yang-un"a8nor 32 tan 1es energ_Pedopangan 
Berlangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, 
Tambahan Lembanan Negara Noor 3720), 
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7. Undang-undang Nomor 18 T&tun 1997 tntang Pajak Daerah 
den Retribusi Deerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara 3685)yang telah dirubah dengan 
Undang undang Nomor 34 Tahun 200 (Lombaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lemberan Negara Nomor 
4048) 

8. Undang-Undang Nomor 22 ehun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahu 1999 Nor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839; 

9. Peraturan Pemerintah Noror f Tahun 1957 tentang Penyaluran 
eusahaan (Lernbaa Neg Tun 1967 tenor T, 
abahan Lerbaran Negara Noor 1144) sebagaimana tolat 
diubah dan ditamnbah terakhir dengen Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahu 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Normo 
150, Tambahan Lembaran Negara Noror 1467); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang 
engakhinan Kogiatan Lsaha Asing di Bidang Perdegangan 
(Lmbaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Noror 3113) sebagaimana telah beberape kall dlubat 
terakhir dengan Peeaturn Peerintah Noor 15 Tahu 1998 
(Lembaran Negara Tahun 1998 Namer 3805), 

ff.Peraturan emerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pereriksaan di Bidang Berjangka Komodit (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3806), 

12.Peraturan Pererintah Nomer 20 Tahu 1997 tentang Retribusl 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor S5, Tambaban 
Lembaran Negara Noror 3892); 

13.Persturan Pomarintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang 
Kewenange Pernerintah de Penerinth Propinesi Sebeagal 
Oaereh Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor D4, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) 

14.Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 
tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Sutyak Kontrak 
Berjangka; 

15.Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan 
Menteri Keangan Nomor 279/Kp/'1980 dean Nomor 
39/KMK04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) pada Surat ljin Usaha Perdagangan (SIP); 

16.Keputusan Menter] Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
254/MPPIKep/7/1997 tertang Kriteria industri Kecil den 
Perdagagan Kecil di Ling#ungan Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan; 
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17Kaputusan Menter] Parindustria da Perdaganger Nomor 
591/4PIK6p/10/1999 tentang Ketentuan dan Tats Cara 
Pomborian Surat ljin Usaha Perdagangan ( &4uP), 

18.Keputusan Menteni Dalam Neget Nornor 4 Tahun 1997 tentang 
poryidlike Pegarwa negeri Sipit di Ling#ngan Penerintah Oaerah; 

19.Keputusan Mentani Dalam Negeni Nornor 174 Tahun 199 
tentang edoman tata cats Pemumngutan Retribusl Daerah; 

20.Keputusen Menter! Dela Negeni Nom&r 17 Tahun 1997 
tentang Tata car pemeriksaan Dilbidang fRetribusi Daerah, 

21.Poraturan Daerah Kabupaten Dae8.h Tingkt Il Jepara Nomor 6 
T'shun 1990 tentang Penyidik Pegarwal Negel Sipll Di 
Ling#nga Perrintah Kabupaten Daerah Tiyglat IM Jepare; 

22.Peraturan Darah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 
tentang Pembentula, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan 
Organisasi Peragkt Darah dan Sakretart@t pomp 

Dorgan Persetluan Down Parwakl'an Rakyat Daerah Kabupaten Jepars 

MEMUTUSKAN 

Menetapka: PERATURAN DAERA} KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RE TRIBUSI LIN USAHA PERDAGANGAN 

BAE 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dala aeraturan Derah inl yang diraksud dengan 
1. Daerah adalah Daorah Kabupaten Jopara, 
2. Bupat! adolah Bupati Jopara 
3. Perusahaon adalah setlap usaha yang monjalanon setiap jenis 

usaha ya, borgifat tetp dan terus monorus dan yang didirikan, 
bekerja serta berkedudukan dalam wayah Negara Republik 
ldorosia untuh lujuan 0eoTperoleh keuntunga den tau lab«a, 

4. Cabang Perusahaan adalh %sahan yang merupaka unit ata 
baglen dati Perusahaan Intuknya yang dapat berkedudukan ditempat 
yang berlainan dan dapat bersifat berdii sendinri atau bertugas untuk 
malaksnakan sebagla tugas ai Perusshan Induknya, 

6, Perwskila ecusahaa sdalah perusahaan yang bertindak rewalili 
Kanter Pust Perusahaan untuk relakqukan sutu kegiatan dan atau 
pengurusarye ditevtulean $sual wewenang yang dlberikan; 

6. Prdngangan adaloh kagiatan jal bell barang atau joss yang 
dilakka scar.a taros manorus dongan tujuan pongalihen hake etas 
barang atau jasa dangan diertai imhathan atau komnpansasl; 
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7 Perubahan Perusahaan adalah meliput perubahan dalgm 
perusahaan yang me liput Perubaha Nara Perusahaan, Bentuk 
Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nara Perilik/Penanggung 
Jrwab, Alamat PerilikPenanggng Jawab, Newp, Modal dan 
Kokayaan Bersih ( netto ), Kelembagan, Bidang Usaha, Jenils 
BarangtJsa Dagang Utama; 

8. erwakila Perusahaan Yang Dltunjuk adalah Prusahaan yang 
dlbent kewerangan bertindak untuk meweke.ii Kantor Fus.at 
ersahaan dan buan merupakan bagian dart Kantor Pus.at 

9. Sedan adaleh selumpulan orang darn/atau modal yang merupakan 
esetuan balk yang melalauan usaha maupurn yang tidak melakukoan 
usaha yang meliputi frseroen T'erbetas, Pers@roan Kor&liter, 
es@roan Lainny, Bean L%aha Miik Negara atau De@rah dengan 
nama dan bentuk appun, F ma, Kongal, Koperasl, Dana Penslun, 
persekutuan, perkurpulan, yaryasen, organisasi mas, organisasi 
sosial petitike ate organise! yang sejenis, lernbega, bentuk usaha 
tetap sorta berntukc Baden lainnrye 

10.zin Usha Perdegangan yang selarjutnye disobut Siu dalah lzin 
untuk dspat elgksaeke legit Us.ah Perdagangan; 

11.fRetrbusi tin Usha Perdegengan yang selnjutnya dis-ebut Retribusi 
Daerah adalah Pembayaran ates pemborian Lin kepada Orang au 
Baa yang alan menyelenggarakan Lsaha Perdagangan; 

12Perizinan Tertentu adalah egiaten tertentu Pemeintah Daerah 
datamn magka pemtertian irin kepads orang pribadi atau badan yang 
diraksud.an utuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan alas keg/atan, penanhatan fuang, penggunaan 8um7be 
daya alam, sarana atau fas#litas tertentu guna melindungi 
epontingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, 

13. Surat Ketetapan fRetritusi Oaerah yang solanjutrya disingkat SKRO 
adsleh surat keputus.an yang menontukan besarrya jumlah retribusl 
yang terhutang; 

14.Surat Taglhan Retribusi Deereh yang selsrjutnya disingkat STRD 
adala Surat urn meha.uloan tagihan retribust dan atau sank¥ 
administrssl berpa Burga den tu dent 

NAMA OBYEK , SUBYEK DAN WA.JIB RE TRIBUSI DAERA 

Degan name fRetribusi lzin Lsahe Ferdegangan dipungut fRetriburs 
Doran sebagai pembayaran atas Pemberian SIP Kepada orang pribadi 
atau badan untuk menyelenggarakan usaha perdagangan dalm Wjeyah 
Daomah 

Obyek Retribusl adalah pemberlan SUP 
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Subyek Retribusl adalah orang pribadi atau baden yang memperoleh 
SIUP 

Pasol 5 

Waft Retribusi Deerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajbkan 
melakquks pernbaryaran arts plaryaan peberia $4t# 

BAB I 

GOLONGAN RE TRIBUSI 

Pesal 6 

Retribusi bzin Lsaha Perdegagan termarsuk golongan retribusi periinan 
tortentu 

KE'TENTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUJINYA 
SUP 

Pasal 7 

(1) Setiap orang pnibadi atau badan yang akn menyelonggaa#an 
Usahe erdagangan, wlib memperolh Sup 

2 SIP sebagairmana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dart: 
a. Sup Kell 
b. SUP Monongah 
e. SIuP Beer. 

() Bupati borhak monghontan Usha Perdagangan saga/man 
dimakesud ayat () yang tdak mempunyal SUP, 

() let care dan syarat-syeat penberis $4Up baamnaa 
dirmaksud dalam syat (1) diatur oloh Bupati 

() Setiap orang atau Badan yang melakuloan kegiatan Uhsaha 
erdeganga dengan model disetor dan kelayaan bersih (nett.o) 
seluruhya sampeal dengan Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) 
tidak termasuk taah dan banguran tomnpat usuha, wa.jib 
memperoleh S#UP Kell 

(2) Setiap Orang ala Badan yang melakuloan kegiatan Usaha 
Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan berslh (netto) 
seluruhnya dlata FRp. 200,000.000, (Dua ratus juts rupiah) sampal 
dengan RRp. 00.000.000, (Lima ratus jute rupiah) tidiak termasuk 
tanah da bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIU 
Menongah 
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(2) rd ce P6lh.h3i &n Fn!!-,n0.n sluP slba!.lmnt &d€ud
c.hm Pur o en 10.yr (1) dbr r* rdbn dah &.d.

() ob.t*!l., dm kstlir.n mdFDr.h sruP.d.b':

.. ci.no / Peftrdhh Po!.r'a yms d& mnlLnk n
k..r.bn l,s.hr tH6!!sln tuntp{qfrlci s,liJP

t %NdE n (-il Pqs.ns.n Fry miuhl lGLnlrrn

1,fdkh.lt.nt*b.&ifulomeF*'^1.^;
2, O&8, dlj.bler ir.! clk bL sdin ohh p.dnhr. du

*Ied 'Mpsklb lnsld bu&. / rs.nd r.{.rrt
., B.gds. K.llllry. Fallas ss.i, 9.d!!!tC /iteah tshi

e'.d.c@ldldl'8,
i2) Pcrush& ve dibd..ran E h{ilr& dimrr{d &r.n 4n

(1) ihp.{ da.dlan sluF qFbih illch.nd.h d.lr t{no

k.la.n Fd{.n!.i' bahi/.

(3) Stla Orang atau Baden yang melakukan kegiatan Usaha 
Perdagangan dengan modal disetor dan kelayaan bersih (netto) 
seluruhnya dlarts FRp. 500.000.000,- (Lima rtus juta rupiah) tidak 
termaruk tanaih dan bangunan tern.pat usaha wab mer peroloh 
SUP Besa. 

(1) Seliap Orang tau Sadan yang melakukan perbahan modal dan 
kekzytan berslh (netto) balk krena peningltan maupun penurunan 
yang dibuktiks dengan Akts Perubahan dan atau Nrca 
erushaan wajib emperoleh S49 gesual dongan ketentuan 
sobegaimana diralcssud dala Parsa 8. 

(2) Setlap Orang atau bedan yang memperoleh S4UP apabila melakukn 
perubahan Peraha en lain mks at ( sum""""" 3(tiga) bulan terhitung sojak dilaluloan perubahan, waiib mengaju#an 
perubatoan Siu 

(1) Apabile SluP yang telah diperoleh hilang, rusak dan atau tidak 
tarbaca, pelk Sau hatrus mengajula pemintaan penggantian 
SiuP gacara tertulis rKapada Bupti. 

(2) Tata cara Perubahan dan penggantian S#UP zobagaimana dimalsud 
dalam Pasai 8 dan 10 ayat (1) diatur orudion oloh Bupat 

Pasal 1 

(1) Dilbobas#an dart kowajlban memperoloh SUP dalah 

a. Cabang erwakilaen Perusahan yang alarm menjalan#an 
agiatan Lsahe Fordagangan memprgunakan SUP 
Forsahaan usat 

b, Perusahaan Keil Perorangan yang merenuhi ketentua 
ebagii borlkut, 
f. Tiiak berbentuk badan hulum atau port.ekutun; 
2. Dluruas, ijlankan atau dikelola sendint oleh periliknya atau 

dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat 
• Pedaganga Keliling, pedagang asongan, podagang pingair jalan 

atau pedagang kid lira. 

(2) Perusahaan yang dibbaskan sebagairnana direlcud dale n sryat 
(1) dapat diberikan SUP apabila dikehendaki oleh yang 
borsang/utan 

Pasal 12 

Sit tidak beriaku untuk molakukan kagiatan perdagangan berjngia 
omoditi 
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( I ) PrErD d& ssE d.hm p.i6Fr rruiin .,.r b--r nitldbd dn hn p.d. bi4n utuk mun, rdq.i' -{rm d.t- biryr p.$r{.n!olle Fbrri tdi.

(2) Bby. rt c*n6 drx.ld dlhr rtrr ( 1 ) il.nrd kolMd
Drry. Fidil[i, dnrrrsffi d'.p{tldr.

SIRUKIURoTNBES,IRi.Y^T/rRsRETRl&jstIERrH

fts 6

(r, &dtu&r leB Ldr*d drtuh't h-d h or.r.srJPK.dt Rp 50n6,-b.suJPlb.dEdt Rr 1m.0@.-..6r.t&.f R! 2@!00.-

e) ud* Frrfluri t rig d*..!rq R.rn{d.bdr:
R. 30.00,b.slJPrk-e.h RD 750@.

c slUPBe R, r5o.oo.

Peal 13 

(1) SIP berlaku berdasarln tempat kodudutan (domlsill) perusahaar 
dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

(2) SP beraku selare Porusahaan yang ersangkutan maslt 
menjalank kegita usate Pendagatgen 

(3) Selia.p 5 (lira) tahun perilik SIL wjib mendaftaran ulg. 

BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pal 14 

Tinglat penggunaan jasa dlulur berdaserkan Jenis SUP yang diberilan 

BAB VM 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARF 

Pesa! 1 

(1) 

(2) 

Prins.l d sasaran dalam penetapan struktur dan bes.atnya trf 
retribusi didasaka pade tujuan unuk rerutup sebagan tau 
same dengan biaya pnyelongqaraan pemberlan in 

Blye sbagaimane dlmalosud dalam ayat(1)melliputi komponen 
blrye pendatan, adrinistrsi dan operaslonal, 

STRUK TURR DAN BESANYA TARIF RE TRIBUS DAEFAH 

Pasal 16 

(1) Struktur dan besarye taif retribusi ditentuk sw bagel berikut 
a. 8uP Koe#l Ry 60.000, 
b. SUP Menengah Rp 100.000, 
e. S#UP Bear Rp 200.000, 

(2 Untuk Pendeftaran Ulang dikenaloan Retribusi soberer. 
a. SIP K«ell Ro 30.000, 
b. &#UP Alenengah fRp 75.000, 
¢. SUP Ber $ 150.000, 
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Bra)0
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lj^mi6erdffi*'..i
mlxErrdlr a$o.bu ihklm l.ln rat dlpdtu',

AB Vil 

64AT RE TRIBUSI TERUTANG 

seal 17 

fetribusi trutang torjadi pad seat ditetaplan &RD atau dokumen lain 
yang dipersamaka 

BAB DX 

MASA RETRIBUSI DAER#H 

Pahl 18 

()Mass retribusi Dara.h adeah 6 (anam) butan terhitung sejek tan,al 
Siu dilolusron 

2) Getelah lerwt jangkn waitu sobegaimana dimarsud dalam ayat (D, 
maka hak untuk mean fat.la 34LP meija ggr, 

etribusi Daerah dlpungut di war yah Daorah 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

(1)Pungutan /Retribusl Daerah tidak boloh diborongkar 

(2 Retribusi Darah dipungut dengan merggunaken gKRD At 
douoen lain ya diporsaa.ken. 

BA8 XI 

TATA CARA PEMBAYAFAN 

Paa 2t 

(1) Pombayan retribusi yang tertutang harus dilunasl selligu 
dirk. 

2) Pembayaran retribus/ Oaerah dilakukn dl /Kas Daerah atau toempat 
lain yang ditun)ju.kr sesu.al walktu yang dltetule degan 
manggunek SKRDD ate doluren lain yang dlpersamalan 
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(3) Dalam hal pembayaran dilalutan di temnpat lain yang ditunjuk, maka 
hail penerimaan retribusi Daorah harus dis.etor ke Kas Orah 
eembat lambatnya 1 2 jam atau dalem waktu yang ditentuan 
oleh Bupati 

BAKSI ADMINISTRA.SI 

Pesa4 22 

Dalen hal wait retribursi tidal mernbaya tepat wakfu atau lurang 
membryar, dikens#an ganksi amine.htrsi borups bungs sebesar 2% 
(dua proson) soliap bulan dart retribusi yang terhutang yang tidak atau 
rang dibaryar dan ditagih dengan monggunakan STD 

RA8 XN 

TATA CARRA PENAGHAN 

(f engeluaran Surat Teguran atau poringatan atau surat lain yang 
sejenis ebagai arwal tindakan peloksanan penagihan retribusi, 
dikeluarkan septa setoloh 7 (tujut) her sejak jatuh tempo 
pemboyaren 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hati setelah tangga surat leguran at 
poringatan ato zurat lain yang sojonis, wa.jib retribusl harus 
melunasl retribusl terhutang. 

(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sojenis dimaksud 
ayat (t diketuartan olh Pejabat yang ditunjuk 

Pasl 24 

Bentuk formullr yang dporgnalan untuk pelaksanaan penagihan 
fRetribursi Dorat sebagairman dirnaksud dalarn pearl 22it (f) %le 
dtatapkan loh Bupat 

BA8 XV 

PENGURANGAN, KERANGANAN DAN PEMBEBASAN 
RE TRI8USI DAERAH 

(f) Bupati dapat member@ban pongurangan, keriganan dan 
pombtasan retribusi Darah 

(2 Tat@car pemberian po0grangan, koringnan den pembebaser 
rot'bus! Dao±ah dimaks.ad datarm ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 
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D.dli dDd mm rrrle s.!.rd ,ayidl* uln]k .rdolrr
Ftryld{. i,rd.lr *'.m dldrhis n fi^Ellhrcl

(1enagiha fRetrlui De.rah, kadaluwarsa stelh relampal jangon 
waktu 3 (tiga) tahun, tarhi#tung sojak saat terhutangnya retribusl, 
kocualt apab#la wajib retriburs mnelakukn tndak pig di bidang 
retribusl. 

2) Kadaluwarsa pfagihan retribus dimasud ayat (1), tertaeguh 
apabile 
a. Di#tertian Surat Teguran, tau, 
b. Ade pengakuan utang retribusl dari wajlb retribusl balk langung 

maupun tidok languag 

BB Vil 

PELAK SANN DAN PENGAWASAN 

Paet 2 

Pelaksaraan dan Pengarwsa Persturan Daerah ini dilaiuan oleh 
instansl yang itunjuk oleh Bupati. 

BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pa#al 28 

(f) Wajib PRetribusi Daerah yang tidal melaksanakmn kewajlban 
sehingga merugikan keuangain Daer.ah di%eemn pidana kurungan 

ling lana 6 (ran) buln ta deinda paling banyake 4 (pat) loaf 
jumlah fRetribusi Daerah yang tertutng 

(2) Tindal pidana sbgalrana dima#sud delem aryet (1) adalat 
pelanggaran 

(1) Pejabat Pegareai Nogori Sipill tertentu di lingkungan Pererintah 
Deersh dibet weweang khusus sebagai pony#dike utuk melakcuk 
penyidloan tindak pidare di bidang retribusl daerah. 
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ht !.scf @flk sluP *dlb

1l 

2) Wewenang ponyidik sebagaimana dmaksud dalam syat (1) adalah' 

a Menerind, menani, mangumpulkan, dan meneliti eterangen 
atau laporan berkonan dngan tindak pidans di bidag retribus 
agar keterangan atau laporan tersebut menyedi leblh lengkap 
den jelas, 

b. Meneliti, mencari dan morgumpulln keterangan mongenal 
orang pribed atau baden tentang kebenaran pertuatan yang 
dilalutan sehubungan dengan tindak pidana retribusl; 

c. Merinta keterangan dan bahan bukti del orang pribadl atau 
bedan sehubungee dengan tindak pidaa di bidang retribusi; 

d Mereriksa bukubuku, catatacatatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidara bidang retribusi; 

e. kMelakuka penggeledathan unuke rneudapatan behe bukdi 
pembukuan, peneatatan, dan dokure dokqumen lain sorta 
melakukn ponyitaan terhada bahar bull tsesebut 

f. Meminta bantuan lenag% ahli dalam rangka pelaksan@an tugo 
peryiilea tindak pldaa di bideg retribusl; 

g. #Menyuruh b&rhenti dan atau mnelarang sds6orang meninggalien 
ruangan atau ten.pat pda saat peeriksaan edang 
belengsung den mereriksa identitas orang dan atau dolumen 
yang dibawe sebagalmana dima#sud hurut (e) tersebut di at; 

h. Memolret Se0rang yang berkeaitar dygan tindak pidand 
retribusi; 

l. Meranggi orang untuk didngar keterangannya dan dlipelks 
ebagdi tersangla atau saksi; 

j. Menghentikan penyidlkan 

k. Melkukan tiadakan lain yang perlu ntuk kelancaran penyidikeen 
tindak pidane di biding retribusl menurut tukcu yang dapat 
dipertanggngiawa.ban. 

(3) Panyidik ebagalmana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 
dirulainya peryidlike dan mnenyampalkan hasil pernyidikn kepad 
penuntut umum sesual dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahur 
1981l%tang flukuamn Ac.era Fidarn8 

BAB XX 

KETENTUAN PEALIHAN 

Peal 30 

Sotolah berlakunya Peratran Dorah ini, eeliap perilik SUP walb 
melskulean pedaftarn ulang 
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BAB )XXI 

KETENTUAN PENUTuP 

Pasal 31 

lat hal yang belum diatr dalam Peraturan Daerah ini sepan)a8ng 
mengerai pelaksanaanrrya akcan diatur le.bit layut oleih Bupal 

Pasal 32 

ereturn Deer.ah ri rule berlaku pada tangga diundang#an 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mererintahkan Pengundargan 
Peraturan Daerah ii dengan penemnpatannya dalarm Lambatan Daerat 

pitetaplan di Jepera 
pada tanggaf 22 September 2001 

BUPATI JEPARA 

Dr. SOENARTO 

Diunharngkan di Jepara 
Pada tangga 22 September 2001 

Dot. HENDRO MAR TOO 
Pembina Tk.I 

NIP 01002015 

LMBARAN DAE AH KABUPATEN JEPARRA TAHUN 2001 NOOR 1S 
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PENJELASA 

ATAS 

PERATURAN DAER AH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I3 TAHUN 200I 

TENT ANG 

RETRIBUSI ZIN US AHA PERDAGANGAN 

I PENTELASAN UMUM 

Uutuk tenjain adarya pasta Derusaha dan sbagai alad bag enterintah 
Daerah dalan membina da mengembangk.an usaha perdagang.an di daerah diperlukan 
adanya pengaturan pcrizinan di/bidang Lsaha Perdagaogan 

Pemberiae Surat Lin Le.aha Perd.gag.an dim.koaAkan utut 
I. Legalitas usaha, 
2. Alat pembinn da penataan bagi Pemerintah Daersh hagi Lsaha Perdagag di Daerah, 
• $rams memenrudah pengemhang tsaha ha@ri peruse.ah.e 

hntuk mal.sud tercbut S[UP diterbitka dengan prosedur sederhara dan belaku ururn 
agar dapat mendorong tercapainya illim saha yang kondusif dale pergembargr us.ah perdagang.am. 

lzin Lah.a Perdagngau selama ind snrupaka kewcnangan Prerintah Prod 
Deng berlaknew, Lntagdang Noor 22 Tahu0n 19 tentang Pemerinthan Deer 
era eraturan Pecciatah Nono 25 Tahu 200Q yang men»alt kewcrag 
Pemerintah dan Kewenargam Propinsi sebagai daerah otonor, iin Usaha Perdagang.an 
mcrpakaa cwcnangan bag Pereriatah Kabupaten mapun Kot 

Dlm ragk pemhernia zi Usha Perdagngan di Kabupaten Jepara, gen 
dalam penarikan retribusinya periu diatur da ditctaplan dengan Pera«an Daerah 

II. PNIEL _ASAN PA8AI DEM1PA9A 

Pasal 1 s/d19 

7 

Past 20 ayat( yang din.al.sud tidak dapat diborongkan adalah baha setruh 
proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat 
diserahk.an cpad.a pihak kctiga, nan urn dirug.kin.kan aday.a 
keja sama den@an pihak etiga alam proses penmgutan 
retribsi aotaa lain peseta.k fore, pong/roan sad 
urat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obvek 
retribusi dan Suby.ck retebusi 
egat.an yang tidal dapat dikerjasarak.an deg.an piha.k 
kctiga adahh kegiatan penghitungan besamy retribuei 
terutang, pengawas.an, poaryloh.an retribusi dan penarjke 
fetnibi 
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